
WALIKOTA BANDAACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 4S TAHUN 2021

TENTANG
ANALISA STANDAR BELANJA KONSTRUKSI

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka
penyusunan anggaran dan belanja Pemerintah Kota
dipandang perlu menyusun Analisa Standar Belanja
Konstruksi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran
2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Analisa Standar Belanja Konstruksi Pemerintah
Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar- dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4455);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3247);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 266);

9. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pemeliharaan dan
Perawatan Bangunan Gedung;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

11. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem
Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota
Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A
Nomor 3);

MEMUTUSKAN



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISA STANDAR
BELANJA KONSTRUKSI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2022.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PeraturanWalikota iniyang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota BandaAceh.
3. Walikota adalah Walikota BandaAceh.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, yang selanjutnya

disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kota Banda Aceh.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kota.

6. Rencana Keija dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disingkat RKA OPD adalah dokumen yang
memuat rencana pendapatan dan belanja OPD atau
dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan
pembiayaan OPD yang melaksanakan fungsi bendahara
umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan
APBK.

7. Bidang Pekeijaan Umum adalah bidang pekeijaan yang
meliputi kegiatan pekeijaan Cipta Kaiya, Bina Marga dan

r- Sumber DayaAir.
w 8. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH

adalah pedoman pembakuan barang/jasa menurut jenis,
spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi dalam periode
tertentu.

9. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat
HSPK adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga keija,
bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan
atau satujenis pekeijaan tertentu.

10. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS
adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan
dikalikan dengan harga satuan.

ll.Analisa Standar Belanja Konstruksi yang selanjutnya
disingkat ASB Konstruksi adalah penilaian kewajaran atas
beban dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan
suatu kegiatan.

BAB



BAB II
MAKSUD DANTUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai
acuan dalam menghitung biaya pembangunan sebagai
kelengkapan dalam proses pekeijaan konstruksi dan digunakan
sebagai suatu dasar dalam menyusun perhitungan HPS untuk
penanganan pekeijaan bidangkonstruksi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk
mewujudkan transparansi, efisiensi, efektivitas dan
akuntabilitas dalam proses pengadaan pekeijaan konstruksi.

C BAB III
ASB

Pasal 4

ASB ini terdiri atas :

a. ASB Bidangpekerjaan umum;

b.ASB Fasilitas Rambu Jalan;

c. ASB Sarana Prasarana Olah Raga; dan

d. ASB Penerangan Jalan Umumdan Taman.

Pasal 5

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan
untuk menilai kewajaran anggaran pekeijaan konstruksi oleh
OPD.

Pasal 6

(1) ASB adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu pekerjaan
konstruksi untuk memperoleh keluaran tertentu dalam
rangka penyusunan dokumen anggaran serta pelaksanan
dan pengendalian anggaran berbasis kineija.

(2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai estimasi kebutuhan anggaran pekeijaan konstruksi
sedangkan untuk penyusunan HPS aparatur Perangkat
Daerah melakukan survey harga sebagai dasar perhitungan.

Pasal



Pasal 7

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah termasuk
keuntungan/ overhead sebesar 15% (lima belas persen) serta

pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

ASB Konstruksi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran
2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 8 2021 M

18 1442 H

WAUftOTA BANDA ACEH,/

/ AMINUDLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal & 3\A\ 2021 M

1442 H

SEKRETARIS BANDA ACEH\
BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR
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WALIKOTA BANDA ACEH

QANUN KOTA BANDA ACEH

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH

TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHlk
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 11Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,
Walikota mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Kota kepada Pemerintah,
memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota, dan
menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Kota Banda Aceh kepada masyarakat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Walikota
mengajukan Rancangan Qanun tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tahun anggaran berakhir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota
Banda Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun
2020;

Mengingat...
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

. Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

11.Undang



11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3247);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5341);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

18. Peraturan....

(



18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja DaerahTahun Anggaran 2020;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

24. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Banda Aceh tahun 2007 Nomor 1Seri A Nomor
1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda
Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun
Kota BandaAceh Nomor 1Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor 3);

25. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019
Nomor 4);

26. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda
Aceh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banda
Aceh Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
dan

WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal . J



Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kota Banda Aceh berupa Laporan Keuangan
memuat :

a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. laporan operasional;
d. laporan perubahan ekuitas;
e. neraca;
f. laporan arus kas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1ayat (1) huruf a sebagai berikut :
a. Pendapatan .................Rp. 1.258.996.719.879,62
b. Belanja .......................Rp. 1.272.346.415.655.20

Defisit .....................Rp. 13.349.695.775,58
c. Pembiayaan :

- Penerimaan...............Rp. 36.499.603.370,04
- Pengeluaran...............R&_3.800.000.000,00
Pembiayaan Netto............Rp. 32.699.603.370,04

SILPA Rp. 19.349.907.594.46

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan beijumlah
Rp. 44.475.453.325,38 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pendapatan

Setelah Perubahan .............Rp. 1.303.472.173.205,00
2. Realisasi Rp. 1.258.996.719.879.62

Selisih kurang Rp. 44.475.453.325,38

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja berjumlah
Rp. 98.826.779.888,80 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Belanja

Setelah Perubahan ..........Rp. 1.371.173.195.544,00
2. Realisasi...........................Rp. 1.272.346.415.655.20

Selisih kurang Rp. 98.826.779.888,80

c. Selisih ....



c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/defisit berjumlah
Rp. (54.351.326.563,42) dengan rincian sebagai berikut :
1. Defisit Rp. (67.701.022.339,00)
2. Realisasi Rp. (13.349.695.775,58)

Selisih kurang Rp. (54.351.326.563,42)

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
berjumlah Rp. 35.854.992.028,96 dengan rincian sebagai
berikut :
1.Anggaran penerimaan

Pembiayaan Rp. 72.354.595.399,00
2. Realisasi Rp. 36.499.603.370,04

Selisih kurang Rp. 35.854.992.028,96

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
berjumlah Rp. 853.573.060,00 dengan rincian sebagai
berikut :
1.Anggaran pengeluaran

Pembiayaan Rp. 4.653.573.060,00
2. Realisasi Rp. 3.800.000.000.00

Selisih lebih Rp. 853.573.060,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto
berjumlah Rp. 35.001.418.968,96 dengan rincian sebagai
berikut :
1. Anggaran pembiayaan neto Rp. 67.701.022.339,00
2. Realisasi Rp. 32.699.603.370,04

Selisih kurang Rp 35.001.418.968,96

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1ayat (1) huruf b per 31 Desember 2020
sebagai berikut:
a. Saldo Anggaran Lebih Awal.........Rp. 12.354.595.399,04
b.Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Pembiayaan Rp. (12.354.595.399,04)
c. Sisa lebih/kurang Pembiayaan

Anggaran.........................Rp. 19.349.907.594,46
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir ......Rp. 19.349.907.594,46

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut:
a. Jumlah pendapatan .................Rp. 1.176.246.124.109,59
b. Jumlah Beban .........................Rp. 1.210.436.862.067,16
c. Jumlah Pos Luar Biasa ............Rp. 4.664.549.372,00
d. Surplus / Defisit - LO ..............Rp. (38.855.287.329,57)

Pasal ....



Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1ayat (1) huruf d per 31 Desember 2020 sebagai berikut:
a. EkuitasAwal ..........................Rp- 5.293.455.591.152,40
b. Surplus / Defisit-LO.................RP- 38.855.287.329,57
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /

Kesalahan mendasar...............Rp. (250.750.079.904,79)
d. Koreksi Nilai Rp- 0
e. Ekuitas Akhir ..........................Rp. 5.003.850.223.918,04

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e

per 31Desember 2020 sebagai berikut :
a. jumlah Aset Rp. 5.158.461.448.031,12
b. jumlah Kewajiban.....................Rp. 154.611.224.113,08
c. jumlah Ekuitas Dana................Rp. 5.003.850.223.918,04

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1ayat (1)
huruf f per 31 Desember 2020 sebagai berikut :
a. saldo kas awal per 1Januari

tahun 2020 Rp. 12.354.595.399,04
b. arus kas dari aktivitas operasi Rp. 180.852.259.296,21
c. arus kas dari aktivitas investasi aset

non keuangan........................Rp.(194.201.955.071,79)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. 20.345.007.971.00)
e. arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 0
f. saldo kas akhir

per 31 Desember Tahun 2020.... Rp. 19.349.907.594,46

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2020 memuat
informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan
keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

a. LampiranI
Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

: Laporan realisasi anggaran
: Ringkasan laporan realisasi anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi;

: Rincian laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Lampiran ....



Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

r
V*«f

b. Lampiran II

c. Lampiran III

d. Lampiran IV

e. LampiranV

f. LampiranVI

g. LampiranVII

h. LampiranVIII

i. Lampiran IX

j. Lampiran X

k. LampiranXI

1. LampiranXII

m.LampiranXIII

n. LampiranXIV

o. Lampiran XV

p. LampiranXVI :

q. LampiranXVII :

r. Lampiran XVIII;

s. LampiranXIX :

t. LampiranXX

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan kota
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

Daftar rekapitulasi piutangdaerah;

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang
tidak tertagih;

Daftar dana bergulir dan penyisihan dana
bergulir;

Daftar penyertaan modal (investasi)
daerah;

Daftar rekapitulasi realisasi penambahan
dan pengurangan aset tetap daerah;

Daftar rekapitulasi aset tetap;

Daftar rekapitulasi konstrusksi dalam
pengerjaan;

Daftar rekapitulasi aset lainnya;

Daftar dana cadangan daerah;

Daftar kewajibanjangka pendek;

Daftar kewajibanjangka panjang;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya; dan

Iktisar laporan keuangan badan usaha
milik daerah/perusahaan daerah;

Laporan Perubahan saldo anggaran lebih;

Laporan operasional;

Laporan perubahan ekuitas.

Neraca;

Laporan arus kas; dan

Catatan atas laporan keuangan.

Pasal ... i



Pasal 11

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh diatur dengan
Peraturan Walikota.

Pasal 12

Qanun inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Otl 11 2021 M

9 ÿ442 h

WAftlKOTA BANDA ACEH

AMINULIIAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal *5 3 0 \ I 2021 M

$P£t>lhi3?dh 2442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

AMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 7
NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : (7/73/2021)


